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Secara umum, hukum didefinisikan sebagai seperangkat atran yang terdiri dari legislasi, institusi dan aparat penegak hukum yang masing- masing memiliki kekuasaan/kewenangan (power) dan melaksanakan kewenangan /kekuasaan tersebut.3 Lebih jauh, hukum juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu (ilmu dan kekuasaan) yang mendefinisikan (misalnya mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan lainnya), menentukan status (misalnya menyatakan peran suami dan istri dalam perkawinan, peran pejabat publik dan sebagainya, dan memfasilitasi (misalnya dengan memberdayakan kelompok-kelompok tertentu).4
Membicarakan hukum sebagai suatu set aturan hukum tidak akan terlepas dengan unsur lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakatnya. Ketiga hal ini dikenal dengan sistem hukum.  Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan   instansi-instansi   penegak   hukum.   komponen   substansi hukum (legal substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang
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keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.5
Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik.
Pembicaraan budaya hukum difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat agar memiliki rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Hubungan ketiga unsur tersebut dapat dilihat melalui Substansi hukum  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang telah dsampaikan ke masyarakat dan diterima sebagai instrumen resmi yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal  dengan  konsep  hukum  law  as  a  tool  of  social  engineering  dari Roscoe Pound, atau   hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.
Untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia telah (atau belum) memberi  keadilan  kepada  perempuan  korban  kekerasan  maka  telaah empiris atas pengalaman korban kekerasan perlu disajikan. Melalui sebuah penelitian tentang akses perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan6  diketemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab mereka (para korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah  tangga)  tidak  mendapatkan  keadilan  ketika  mengakses  sistem hukum yang ada. Berdasarkan pengalaman para perempuan korban dapat diketahui  kendala-kendala  mereka  dalam  mengakses  keadilan.  Faktor
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yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan adalah response aparat penegak hukum.7
Kendala-kendala ini perlu diketahui agar (sistem) hukum yang ada dapat diperbaharui sehingga para perempuan korban mendapatkan keadilan.   Menurut Michael Walzer, keadilan sebenarnya bermula dari keluarga di mana di dalam atau sebuah keluarga membentuk sebuah ruang tentang keadilan; ia juga menegaskan   bahwa prinsip keadilan adalah bersifat plural, keadilan tidak memandang umur,  jenis kelamin dan tidak mendiskriminasikan. Walzer memaparkan tujuan teorinya:





Pendapat Walker menunjukkan bahwa keadilan dapat didefiniskan berbeda karena keadilan itu sendiri bersifat plural, historis, kultural, spatial dan dibuat oleh manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan para korban kekerasan   dan kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini Dona Coker mendefinisikan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang:
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2. Sudahkan hukum (di Indonesia) memberi keadilan bagi perempuan korban kekerasan?
Membicarakan hukum tidak akan pernah terlepas dengan sistem hukumnya. Sistem     hukum sebagaimana yang dikemukakan Friedman mencakup substansi, struktur dan budaya hukum. Apabila dikaitkan dengan pengalaman korban kekerasan di muka hukum maka harus membahas juga ketiga unsur dalam sistem hukum.
2.1. Substansi Hukum

Pemerintah Indonesia telah memiliki banyak kebijakan terkait dengan upayanya memberikan  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan, misalnya dengan meratifikasi instrumen     hukum     internasional,     dan menerbitkan berbagai peraturan perundang-      undangan   nasional   yang bertujuan untuk melindungi perempuan (dan anak) dari       segala   bentuk kekerasan. Namun upaya pencegahan masih belum banyak dilakukan, meskipun kampanye-kampanye anti kekerasan sudah banyak dilakukan.
2.2. Struktur Hukum dan Budaya Hukum

Dalam bagian ini akan dibahas struktur dan hukum secara bersama-sama karena satu sama lain tidak bisa terpisahkan dan saling mempengaruhi.
Struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum, dari polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum, jaksa dan hakim. Untuk mengetahui gambaran   pelaksanaan tugas aparat hukum, dalam hal ini kepolisian  akan  disampaikan  sedikit  hasil  penelitian  mengenai  respon aparat penegak hukum terhadap laporan kasus kekerasan   dalam   rumah tangga.10 Dari 14 korban kekerasan, sebagian besar perempuan    korban dalam penelitian tersebut menghadapi kenyataan bahwa laporan mereka tidak  ditanggapi  oleh  polisi  dengan  serius.11   Aparat  penegak  hukum cenderung  menganjurkan pelapor untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan pelaku kekerasan, daripada menahan pelaku. Hal ini menunjukkan pemahaman  petugas  polisi  yang  masih  memandang  kekerasan  dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi atau rumah tangga. Keselamatan





Alasan  lain  keberatan  petugas  polisi  untuk  menindaklanjuti laporan kekerasan         dalam    rumah    tangga    adalah    karena    sifat kekerasannya      yang      berupa      kekerasan      non-fisik      (misalnya psikologis/emosional, penelantaran rumah tangga dan kekerasan  seksual oleh suami). Menurut polisi, jenis kekerasan ini sulit dibuktikan. Sebagai akibatnya laporan demikian sering tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak membahayakan  jiwa  atau  keselamatan  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.
Alasan lain karena tempat terjadinya perkara tidak berada di wilayah kerja       atau  kewenangan  polisi  tersebut.  Selanjutnya  korban kekerasan  diminta  untuk  melapor  ke  kantor  polisi  di  wilayah  tertentu, tanpa ada upaya dari oknum polisi  untuk  memberi  sarana  agar  korban mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang   dimandatkan     oleh     UU
PKDRT.

Perempuan korban yang melaporkan kasusnya ke polisi juga masih menemui oknum polisi yang meminta sejumlah uang secara terang- terangan kepada korban         dengan alasan untuk keperluan operasional penangkapan, penahanan pelaku. Bahkan         ada   pula   oknum   polisi yang bekerja sama dengan koleganya untuk membebaskan  pelaku kekerasan dalam rumah tangga dari kantor polisi dengan alasan pelaku adalah        ‘teman’ oknum polisi. Oknum polisi ini telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk    melindungi pelaku kekerasan daripada melindungi perempuan yang telah menjadi        korban kekerasan.13
Alasan    lain    yang    sering    dikemukakan    polisi    ketika mengabaikan laporan yang     dilakukan oleh perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ada         pola ‘lapor dan cabut’ yang dilakukan berulangkali oleh perempuan yang menjadi korban.     Pola     ini dilakukan  oleh  korban  dengan  berbagai  alasan.  Misalnya  melaporkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada suaminya agar

tidak melakukan  kekerasan  lagi.  Namun  dalam  kenyataannya  setalah suami berjanji tidak akan       melakukan kekerasan, kekerasan tetap saja terjadi; akibatnya korban melaporkan       kembali  peristiwa  yang  semula sudah dilaporkan dan kemudian dicabut.
Faktor yang lain, korban sebenarnya tidak ingin mencabut laporannya, tetapi karena ancaman dari pelaku (baik yang bersifat fisik dan non fisik) maka laporan tersebut   akhirnya   dicabut.   Kemudian,   ketika kekerasan terjadi lagi, korban melaporkan kembali.
Pola   ini   diketahui   oleh   aparat   polisi   dan   menimbulkan keengganan bagi  mereka   untuk   menangani   dengan   serius   laporan kekerasan dalam rumah tangga,      karena   mereka   beranggapan   bahwa setiap laporan yang dibuat pasti akan dicabut    kembali.          Pemahaman demikian kemudian digeneralisasi terhadap semua laporan  kekerasan dalam rumah tangga. Akibat ketidakseriusan polisi dalam menangani kasus
kekerasan dalam rumah tangga, para perempuan korban dalam penelitian ini kemudian berpendapat bahwa tanggapan dan kinerja polisi sangat buruk.
Ketidakpedulian  polisi  untuk  merespon  dengan  baik  setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga (meskipun laporan tersebut adalah pengulangan) sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman polisi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga      yang   mengenal   suatu   siklus, yaitu tahap kekerasan – tahap bulan madu – tahap     perselisihan/konflik, dan siklus ini terus berputar. Akibatnya, dalam waktu tertentu korban dan pelaku akan berada dalam situasi yang tenang (bulan madu), tetapi dalam
waktu berikutnya akan terjadi lagi konflik dan kekerasan; dalam situasi ketika kekerasan terjadi maka korban membutuhkan intervensi dari pihak luar untuk melindunginya  dengan  cara  menjauhkan  pelaku  dari rumah korban. Siklus yang    demikian  tidak  terdapat  di  dalam  tindak pidana kekerasan yang lain. Campur tangan      pihak  luar,  dalam  hal  ini polisi, juga diperlukan untuk menghentikan jalannya siklus ini.      Campur tangan aparat penegak hukum harus dilakukan agar pelaku kekerasan
tidak melakukan kekerasan lagi terhadap istri atau pasangannya.

3.Kebijakan ‘no drop’ dan ‘mandatory arrest’: Mencegah pelaku kekerasan mengontrol ‘keadilan’14
Pengabaian terhadap laporan korban sebenarnya bisa berakibat pada

tuntutan hukum terhadap profesionalisme kinerja pihak kepolisian melalui lembaga praperadilan. Meskipun menuntut polisi melalui lembaga praperadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga belum pernah dilakukan   di   Indonesia,   pengabaian   laporan   korban   yang   berakibat terhadap terancamnya keselamatan jiwa seseorang tetap dapat dilakukan dengan belajar dari tuntutan hukum yang pernah dilakukan oleh seorang korban kekerasan dalam rumah tangga di Amerika Serikat. Misalnya pada tahun 1984, Tracy Thurman melakukan tuntutan hukum terhadap jajaran kepolisian di Torrington, Connectitut, Amerika Serikat.15 Thurman mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan suaminya ke polisi. Atas laporan tersebut ia mendapatkan perintah perlindungan dari polisi. Akan tetapi, suaminya kemudian melanggar perintah perlindungan tersebut dengan mendatangi kembali. Thurman telah menghubungi polisi untuk minta perlindungan akan tetapi polisi tidak kunjung datang dalam waktu lima belas menit. Thurman kemudian menemui suaminya, yang kemudian berujung dengan penikaman di dada, leher dan tenggorokan, dan penendangan di kepala, serta mengambil anak laki-laki yang berada di bawah pengasuhannya. Dua puluh lima menit kemudian, petugas polisi baru datang, tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Kasus Tracy Thurman telah menimbulkan efek luar biasa bagi aparat kepolisian di Amerika Serikat untuk menangani secara serius setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga. Thurman telah  mendapatkan ganti kerugian atas kehancuran yang dialaminya sebesar $2.3 juta dari Departemen Kepolisian Torrington di Connecticut karena kebijakan mereka yang tidak melakukan intervensi dan tidak menahan pelaku kekerasan dalam kasus kekerasan
dalam  rumah  tangga  tersebut.16   Sejak  itu,  polisi  tidak  diijinkan  untuk


14 Rika Saraswati, Kebijakan ‘no drop’ dan ‘mandatory arrest’ dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, KISI HUKUM vol 14 no 1, Januari-Juni 2015,
15 Amy Eppler, Battered Women and the Equal Protection Clause: Will the Constitution Help
Them When the Police Won’t? Yale Law Journal (1986) 788, 795.
16 Cheryl Hanna, No Right to Choose: Mandated Victim participation in Domestic Violence
Prosecutions, Harvard Law Review (1996) 109(8), 1858.

menasehati pelaku dan membiarkannya meninggalkan tempat terjadinya kekerasan, ataupun kemudian mengijinkan pulang kembali untuk melakukan kekerasan lagi.
Kekerasan atau serangan terhadap istri yang demikian diperlakukan sama seriusnya dengan kekerasan/serangan terhadap orang asing. Kebijakan untuk tidak mengabaikan atau ‘no drop’ dan untuk menahan pelaku atau ‘pro-arrest’ terhadap pelaku kekerasan benar-benar diterapkan di Amerika Serikat. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Amerika  Serikat  dalam  menangani  kekerasan  dalam  rumah  tangga, terutama untuk menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan uraian diatas maka respon positif, dengan cara proaktif, menjadi suatu keharusan sesuai dengan tugas aparat kepolisian (di negara manapun, termasuk di Indonesia) sebagai aparat negara untuk memenuhi kepentingan kliennya yaitu anggota masyarakat yang memerlukan perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraannya. Sebagai konsekuensi maka pihak aparat kepolisian yang seharusnya menangani semua hal yang diperlukan dalam  proses penyelidikan dan penyidikan atas kepentingan negara (dan klien sebagai pelapor). Akan tetapi dalam kenyataannya, perempuan Indonesia korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya ke polisi justru yang dibebani untuk menyediakan saksi dan segala sesuatu yang diperlukan sebagai alat pembuktian dalam proses pengadilan.17
Respon aktif dari aparat kepolisian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan berdasarkan beberapa alasan: pertama, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai akibat yang luas, tidak hanya terhadap korban secara individu, tetapi juga masalah keselamatan publik yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat; kedua, aparat penegak hukum, khususnya polisi, tidak bisa menyandarkan kepada korban kekerasan untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan kepentingan negara untuk memegang tanggungjawab pelaku kekerasan atas kejahatan yang  mereka  lakukan  karena  korban  sering  menolak  untuk  menuntut





setiap  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  untuk  melindungi  para korban dan anak-anak mereka, dan untuk mencegah pelaku agar tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban-korban mereka dan memanipulasi sistem keadilan; mencegah munculnya konflik (dalam masyarakat) yang berkelanjutan.
Berdasarkan prinsip ini, maka sudah seharusnya dilakukan koreksi terhadap sifat delik aduan dalam UU PKDRT yang diatur pada Pasal 51-54. Dengan adanya UU PKDRT maka kekerasan yang terjadi menurut undang- undang ini adalah kejahatan yang seharusnya dapat diproses setiap saat tanpa diperlukannya suatu pengaduan dari korban. Bahkan penegasannya diperkuat juga pada keterlibatan masyarakat (Pasal 15) agar menolong korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah semata-mata masalah individu, antara dua orang dalam hubungan yang bersifat pribadi atau dalam hubungan perkawinan. Kerusakan yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibatasi hanya akan berakibat pada pelaku dan korban, tetapi sangat luas meliputi semua orang: anak-anak dalam hubungan/perkawinan,  tetangga,  keluarga  besar,  tempat  kerja,  rumah sakit, orang-orang baik yang terbunuh ketika berusaha membantu menyelesaikan kekerasan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas negara, melalui   aparat   kepolisian,   untuk   melindungi   warga   negaranya   dari kejahatan yang terjadi di rumah, seperti halnya kejahatan yang terjadi di jalan atau ruang publik lainnya.
Sudah saatnya bagi aparat penegak hukum di Indonesia memberikan penanganan  yang  lebih  serius  terhadap  setiap kekerasan  dalam rumah tangga yang terjadi, terutama jika kasus tersebut dilaporkan. Laporan tersebut  harus  ditindaklanjuti  dengan  prosedur  yang  sudah  ada  dan disertai dengan perintah perlindungan kepada korban. Selama ini perintah perlindungan yang diamanatkan oleh UU PKDRT ‘mandul’. Hakim hampir tidak pernah mengeluarkan perintah perlindungan yang tujuannya adalah membatasi gerak pelaku kekerasan terhadap si korban agar korban terlindungi  dan  aman.  Tanpa  perintah  perlindungan,  pelaku  kekerasan

setiap  saat  dapat  menemui  korban  dengan  seenaknya  dan  melakukan kekerasan lagi.
Perintah perlindungan ini berbeda dengan ‘kesepakatan’ atau mediasi yang sering ditempuh oleh Polisi sebagai upaya untuk menyelesaikan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ‘mendamaikan’ kedua pihak. Langkah perdamaian dan kesepakatan yang ditempuh tersebut menunjukkan bahwa aparat hukum masih memegang konsep bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah ‘privat’ antara suami dan istri.  Langkah  demikian  dalam  kenyataannya  tidak  pernah  menjamin korban kekerasan mendapatkan perlindungan atas keselamatannya, karena kekerasan tetap saja terjadi. Mengingat yang memberi janji untuk tidak melakukan  kekerasan  lagi  melalui  mediasi  atau  kesepakatan  adalah pelaku, maka dengan mudahnya yang bersangkutan untuk melanggarnya karena tidak sanksi hukum yang jelas dan tegas.
Apabila perintah perlindungan dikeluarkan oleh pihak yang berwajib maka pelaku pasti akan berpikir ulang jika akan melanggarnya karena ada sanksi dan/atau denda yang diterapkan. Sangat disayangkan, ketentuan dalam UU PKDRT tidak pernah diterapkan secara maksimal untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Proses untuk mendapatkan perintah perlindungan dari hakim memerlukan waktu yang lama, sehingga ketentuan ini dirasakan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk memberikan kewenangan kepada polisi untuk memberikan perintah perlindungan yang bersifat sementara selama perintah perlindungan yang bersifat tetap belum dikeluarkan oleh pengadilan.
Respon aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah pelaku kekerasan mengontrol ‘keadilan’. Hal ini terjadi karena faktor   ketidakseimbangan   kekuasaan   antara   pelaku   dengan   korban. Seorang  jaksa  di   Amerika  Serikat   berpendapat  bahwa  para  pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan ‘master manipulators’,18 karena
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